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ADA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN

Bawaslu Usul Tunda
Pilkada Serentak 2024

Opsi penundaan Pilkada

Serentak 2024 patut diba-

has, karena pelaksanaan-

nya beririsan dengan Pe-

milu 2024 dan ada pula

potensi terganggunya kea-

manan serta ketertiban.

Ketua Bawaslu RI Rah-

mat Bagja, sebagaimana

dikutip dari laman resmi

Bawaslu RI di Jakarta,

Kamis (13/7), merasa kha-

watir. 

”Sebenarnya Pilkada

2024 ini karena pemungut-

an suara pada November

2024, yang mana Oktober

2024 baru pelantikan presi-

den baru tentu dengan

menteri dan pejabat yang

mungkin berganti. Karena

itu, kami mengusulkan se-

baiknya membahas opsi pe-

nundaan pilkada, karena

ini pertama kali serentak.

Ia mencontohkan apabila

ada gangguan keamanan di

suatu daerah, polisi berpo-

tensi kesulitan mendapat-

kan bantuan dari pasukan

di daerah lain, karena da-

erah lain juga tengah me-

nyelenggarakan Pilkada.

”Kalau sebelumnya, misal-

nya, pilkada di Makassar

ada gangguan keamanan,

bisa ada pengerahan dari

Polres di sekitarnya atau

polisi dari provinsi lain.

Kalau Pilkada 2024, tentu

sulit karena setiap daerah

siaga menggelar pemilihan

serupa,” terangnya.

Hal tersebut, juga disam-

paikan Bagja dalam Rapat

Koordinasi Kementerian

dan Lembaga Negara yang

diselenggarakan Kantor

Staf Presiden (KSP) berte-

ma ‘Potensi dan Situasi

Mutakhir Kerawanan Pe-

milu serta Strategi Nasio-

nal Penanggulangan-nya’,

di Jakarta, Rabu (12/7).

Sebelumnya,  Ketua Ba-

waslu RI memaparkan se-

jumlah potensi permasa-

lahan dalam gelaran Pe-

milu 2024 dan Pilkada

Serentak 2024. Menurut-

nya, potensi permasalahan

itu muncul dari tiga aspek,

yakni penyelenggara, pe-

serta pemilu (pemilihan)

dan pemilih.     (Ant/Obi)-f

Polri Serahkan SPDP Denny Indrayana ke Kejagung
JAKARTA (KR) - Penyidik Direktorat

Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bares-

krim Polri menyerahkan Surat Pemberi-

tahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ka-

sus kebocoran putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem

Pemilu Legislatif dengan terlapor Denny

Indrayana kepada Kejaksaan Agung.

”Terkait kasus saudara DI (Denny Indra-

yana, Red) saat ini di tanggal 10 Juli 2023

penyidik telah melayangkan Surat Pem-

beritahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP) ke Kejaksaan,” kata Kepala Biro

Penerangan Masyarakat (Karopenmas)

Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad

Ramadhan di Jakarta, Kamis (13/7).

Ramadhan menyebut dengan telah di-

limpahkannya SPDP tersebut, maka pe-

nanganan perkara dugaan kebocoran pu-

tusan MK tentang uji materi sistem Pemilu

sudah dalam tahap penyidikan.

Terkait kapan Denny Indrayana akan di-

panggil untuk diperiksa sebagai saksi, Ra-

madhan menyebut tahap tersebut dalam

berproses mengingat SPDP baru saja di-

serahkan per tanggal 10 Juli kemarin. ”Ya

(panggilan) nanti akan berproses ya, tang-

gal 10 Juli kemarin (SPDP diserahkan),”

ujarnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan

Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung

RI Ketut Sumedana menyatakan telah me-

nerima SPDP dari Penyidik Dittpidsiber

Bareskrim Polri atas nama pengguna akun

Twitter berinisial DI (Denny Indrayana).

(Ant)-d

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Peme-
rintah dan penyelenggara pemilu, seperti
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas
opsi penundaan pelaksanaan Pilkada
Serentak 2024.


